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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR  4  TAHUN 2013 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2014  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI KATINGAN 
 
 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang–Undang ;  

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014; 
 
Mengingat :       1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 

Kabuapten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara 
Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180 ); 

 
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor 4250); 
 



ii  
 

4.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 4844); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
11. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074); 
 
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 
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15.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

  
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

 
17.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);  
 
18.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  
 
20.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);  
 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);  
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 



iv  
 

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3); 

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011;  
 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
31.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014; 
 
 

 
  

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN  

dan  
BUPATI KATINGAN 

 
MEMUTUSKAN     : 

 
Menetapkan      :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2014 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 

pembantuan  dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Katingan; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah; 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rancangan Keuangan Daerah yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan; 
 

  
BAB II 

 
APBD 

 
Pasal 2 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah    Rp.    913.373.875.010,06  

2. Belanja Daerah     Rp. 1.114.662.188.000,00 (-) 

Surplus/(Devisit) Rp.   (201.288.312.989,94) 

3.  Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp.      209.788.312.989,94 

b. Pengeluaran Rp.          8.500.000.000,00 (-) 
 

          Pembiayaan Netto  Rp.     201.288.312.989,94 
                 (+) 
       Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.               0,00 
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Pasal 3 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:  
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah  Rp.   36.732.550.855,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah  Rp.    791.826.426.405,00     
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah  Rp.     84.814.897.750,06   
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejumlah  Rp.      8.895.116.891,00      
b. Retribusi Daerah sejumlah  Rp.      6.524.654.856,00      
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah  Rp.     3.000.000.000,00 
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah  Rp.    18.312.779.108,00 

 
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil sejumlah  Rp.     94.558.844.405,00      
b. Dana Alokasi Umum sejumlah  Rp.    645.888.942.000,00     
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah  Rp.    51.378.640.000,00 
d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp.      

 
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:  

a. Hibah sejumlah  Rp.      1.100.000.000,00     
b. Dana Darurat sejumlah  Rp.         
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah  Rp.     26.362.400.750,06  
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah  Rp.    49.032.497.000,00 
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah   
    lainnya sejumlah  Rp.      8.320.000.000,00 
 

Pasal 4 
 
(1)  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :   

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah  Rp.   418.939.385.650,06    
b. Belanja Langsung sejumlah  Rp.   695.722.802.349,94  

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah  Rp.  364.495.358.398,06 
b. Belanja Bunga sejumlah  Rp.                        0,00          
c. Belanja Subsidi sejumlah  Rp.        0,00     
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d. Belanja Hibah sejumlah  Rp.    19.140.090.000,00       
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah  Rp.      650.370.000,00       
f.  Belanja Bagi Hasil sejumlah  Rp.      1.400.000.000,00    
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah  Rp.    32.253.567.252,00   
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah  Rp.      1.000.000.000,00  
     

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:  
a. Belanja pegawai sejumlah  Rp.     39.636.862.612,00      
b. Belanja barang dan jasa sejumlah  Rp.   291.077.672.520,44      
c. Belanja modal sejumlah  Rp.  365.008.267.217,50 
 

 
Pasal 5 

 
(1)  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :  

a. Penerimaan sejumlah  Rp.  209.788.312.989,94      
b. Pengeluaran sejumlah  Rp.     8.500.000.000,00      

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :  

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya  
(SiLPA) sejumlah  Rp.   209.788.312.989,94  

b. Pencairan dana cadangan sejumlah  Rp.                        0,00     
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah    Rp.                        0,00 
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah  Rp.                        0,00       
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah   Rp.                        0,00    
f.  Penerimaan piutang daerah sejumlah  Rp.                        0,00 
g. Penerimaan kembali investasi dan bergulir sejumlah Rp. 0,00  

 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:  

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah  Rp.                        0,00       
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah  Rp.      8.500.000.000,00   
c. Pembayaran pokok utang sejumlah     Rp.                         0,00      
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah  Rp.                         0,00     
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Pasal 6 
 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:  

1. Lampiran I   Ringkasan APBD;  
2. Lampiran II  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  
3. Lampiran III  Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek ; 
4. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
5. Lampiran V   Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;  
6. Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;  
7. Lampiran VII  Daftar piutang daerah ; 
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ; 
9. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; 
10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainya ; 
11. Lampiran XI  Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran  

ini; 
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan  
13. Lampiran XIII  Daftar pinjaman daerah dan Obligasi daerah.  
 

Pasal 7 
 
(1) Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila ternyata masih terdapat Belanja Langsung atau Belanja Tidak Langsung yang timbul akibat adanya 

pendanaan darurat untuk kepentingan mendesak dan / atau darurat maka pendanaannya dapat dicukupi dengan melakukan pergeseran anggaran 
sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku 

 
(2) Kriteria kepentingan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  
 a. Bukan merupakan kegiatan normal atau aktivitas Pemerintah Daerah serta tidak diprediksi sebelumnya;  
 b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;  
 c. Berada diluar kendali dan / atau pengaruh Pemerintah; 
 d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.   
 
(3) Kriteria kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  
 a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan;  
 b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat; 
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 c. Program dan kegiatan yang anggarannya belum tersedia atau tidak mencukupi; 
 d. Program dan kegiatan yang timbul akibat adanya kebijakan Kepala Daerah.     
 

Pasal 8 
 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan.  
 
 
 

Ditetapkan di Kasongan 
pada tanggal,  27 Desember 2013 

 
           BUPATI KATINGAN, 
 
 
 
         AHMAD  YANTENGLIE  

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
pada tanggal,  27 Desember 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KATINGAN 

 
 

JAINUDIN SAPRI  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR  31  
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
pada tanggal, 30 Desember 2011 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KATINGAN 

 
 

CHRISTANTWO TATEL LADJU 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR 19  
 
 
 
  


